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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.1 Artinya, 

negara dalam segala aktivitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. 

Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Pemikiran 

tentang negara hukum telah jauh muncul sebelum terjadinya revolusi 1688 

di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan populer pada 

Abad XIX. Pemikiran negara hukum itu sendiri adalah sebuah reaksi akibat 

kesewenang-wenangan di masa lampau. Maka dari itu unsur-unsur negara 

hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan 

masyarakat dari suatu bangsa.2 

Ditinjau dari perspektif historis, perkembangan pemikiran filsafat 

hukum dan kenegaraan mengenai negara hukum sudah berkembang sejak 

tahun 1800 SM. Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum 

dikembangkan oleh para filsuf besar Yunani kuno seperti Plato, dalam karya 

ketiganya Nomoi Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara 

yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.3 

Gagasan Plato tersebut semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, 

 
1 Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai 

Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, Hlm 225. 
2 Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII Press, 

Yogyakarta, 2001, Hlm. 25 
3 Tahir Azhary, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, Hlm. 66 
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Aristoteles, dalam bukunya Politica menyatakan bahwa suatu negara yang 

baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan 

hukum. Menurut Aristoteles terdapat tiga unsur pemerintahan yang 

berkonstitusi, yaitu: Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk 

kepentingan umum; Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum 

yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang 

dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan 

konstitusi; Ketiga, pemerintahan yang berkonstitusi adalah pemerintahan 

yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau 

tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.4 

Pada Abad Pertengahan (abad ke-14 sampai abad ke-15) negara-

negara di Eropa Barat belum mengenal adanya pembagian kekuasaan 

(separation of power). Pada waktu itu kekuasaan negara disentralisir dalam 

tangan raja kemudian ditangan birokrasi kerajaan.5 Bentuk negara seperti 

ini biasa disebut political state. Dalam praktiknya political state melahirkan 

kekuasaan yang absolute dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh 

raja. Hal tersebut mengakibatkan munculnya pemikiran untuk mengurangi 

kekuasaan raja, karena pemberian kewenangan mutlak kepada satu tangan 

dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan. Kegagalan yang dialami 

oleh konsep political state ini kemudian melahirkan suatu gagasan yang 

 
4 Azhary, Negara Hukum ……, Op., Cit., Hlm. 20-21 
5 Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1990, Hlm.1 
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menempatkan pemerintah hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban 

(legal state). 

Terbukti seiring perjalanan waktu, peralihan masyarakat agraris ke 

masyarakat industri atau terjadinya revolusi industri melalui proses 

transformasi yang panjang (1750-1850) melahirkan para pebisnis atau kaum 

kapitalis yang juga menggugat absolutisme raja. Mereka menghendaki 

kebebasan bekerja dan berusaha keluar dari intervensi penguasa dengan 

mengusung dalil “laissez faire, laissez aller” yang berarti “dengan 

menyerahkan segalanya kepada aktivitas dan inisiatif individu, dan 

mencegah campur tangan kekuasaan publik, maka kesejahteraan umum 

akan tercipta dengan sendirinya.6 

Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal 

dua kelompok arti negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara 

hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah 

Welfarestate atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie, ide 

negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang 

berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol 

perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis Liberalis. 

Dalam perspektif hukum Wilhelm Lunstedt, sebagaimana dikutip 

Soemadi, berpendapat:  

“Law is nothing but the very life of mankind in organized groups and 

the condition which make possible peaceful co-existence of masses 

 
6 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, 

Yogyakarta, 2009, Hlm. 18 
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of individuals and social groups and the corporation for other ends 

than more existence and propagation.”7 

 

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan 

bahwa untuk mencapai Social Welfare, yang pertama harus diketahui adalah 

apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan 

peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. 

Melihat pandangan mengenai social welfare tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum untuk 

berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga 

dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala 

nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang 

mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan 

masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan 

perubahan keyakinan bangsa. 

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai 

jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen 

Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat 

merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, 

jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam 

perlindungan atas, the risk of unemployment, accident, illness, old age, and 

death of the breadwinner must be covered largely through welfare 

provisions of the state.8 Selanjutnya C.A. Kulp dan John W menyatakan, 

 
7 Ibid. Hlm. 9 
8 Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State “Sociological Introduction, 

California: Standford University Press, 1992, Hlm. 126. 
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resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.9 

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua 

kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. 

Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif 

dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana 

resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih 

kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan 

atau unit usaha.10 

Dengan demikian, pada hakikatnya negara kesejahteraan dapat 

digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang 

mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketenteraman, dan kesejahteraan 

agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan 

sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa 

mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam 

kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam 

konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara 

wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam 

tahapan sebagai negara kesejahteraan. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut paham Negara 

Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para 

 
9 Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Cet, II. 

Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987, Hlm 7. 
10 Ibid.  
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Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis 

yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (welvaarstaat) bukan 

“Negara Penjaga Malam” (nachtwachterstaat). Dalam pilihan terkait 

konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan 

istilah “Negara Pengurus”.11  Prinsip Welfare State dalam UUD 1945 dapat 

ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan 

dengan aspek sosial ekonomi. 

Saat ini perkembangan teknologi penerbangan semakin pesat, 

kebutuhan terhadap transportasi (pesawat udara) ini sangat tinggi. Pesawat 

udara mempunyai fungsi strategis bagi setiap negara yang dapat kita lihat 

dalam berbagai aspek, seperti: aspek militer, ekonomi, angkutan 

penumpang, angkutan barang dan lain lain. Meskipun penggunaan Pesawat 

udara memiliki resiko kecelakaan yang tinggi, tetapi tetap menjadi satu-

satunya alternatif sebagai transportasi yang cepat, efisien, dan ekonomis 

bagi masyarakat dunia, baik dalam penerbangan dalam maupun luar negeri. 

Kesuksesan Orville Wright dan Wilbur Wright bersaudara sebagai 

pencetus burung besi yang terbang pertama kalinya pada tahun 1903 patut 

menjadi apresiasi bagi dunia penerbangan baik di Indonesia maupun dunia 

internasional. Bagaimana tidak, dengan keberhasilan 2 bersaudara ini telah 

membuat tonggak sejarah di dalam industri aviasi yang bermula hanya 

dengan glider sederhana seorang manusia dapat terbang dan setelah melalui 

 
11 M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat 

Negara RI, Jakarta, 1959, hlm 299. 
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1 abad lebih pada saat sekarang di mana sebuah pesawat udara dapat 

mengangkut hampir 800 penumpang dengan jarak tempuh 15.700 km.12 

Khusus untuk Indonesia, industri aviasi dalam hal ini penerbangan 

komersial dimulai awal tahun 1949 dan merupakan tonggak sejarah bagi 

penerbangan komersial di Indonesia sampai saat sekarang. Salah satu 

maskapai yang menjadi sejarah penting pada saat itu adalah Garuda 

Indonesia. Maskapai penerbangan milik pemerintah Indonesia ini pada 

awalnya bernama Indonesia Airways terbang dari Jogjakarta menuju Jakarta 

dengan pesawat yang bernama Seulawah atau gunung emas. Mengapa 

disebut sebagai gunung emas karena pesawat tersebut dibeli dengan harga 

120.000 dolar Malaya yang sama dengan 20 kg emas. Maskapai 

penerbangan ini telah menjadi pendukung dari pemerintah Republik 

Indonesia dalam revolusi melawan Belanda.13 

Kemajuan penerbangan di Indonesia tentu saja tidak hanya berada 

pada maskapai milik pemerintah tersebut namun juga menjadi ajang bagi 

masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menciptakan industri 

penerbangan di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat 

Jenderal Perhubungan, terhitung sampai saat  sudah terdapat 16 perusahaan 

penerbangan komersial berjadwal yang telah mengudara di langit Indonesia. 

Banyaknya jumlah maskapai penerbangan yang ada di Indonesia 

dikarenakan faktor mudahnya izin penerbangan dari pemerintah kepada 

 
12 www.airbus.com, diakses  03 Maret 2019 
13 www.garuda-indonesia.com, diakses 03 Maret 2019 
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perusahaan untuk membuka usahanya dalam bidang transportasi udara pada 

tahun 1999. Akibat dari kebijakan tersebut secara tidak langsung telah 

menyebabkan peningkatan penumpang pesawat udara domestik dengan 

rata-rata sebesar 22% per tahun sejak tahun 2000. 

Berkembangnya jumlah maskapai tersebut diikuti juga dengan 

meningkatnya pengguna jasa transportasi udara. Hal ini dapat dilihat dari 

data statistik yang menggambarkan peningkatan pengguna jasa angkutan 

udara di Indonesia. Berikut data statistik pengguna jasa penerbangan di 

Indonesia baik domestik maupun internasional periode 2016-2019. 

Tabel 1.1 Statistik Nasional Angkutan Udara Penumpang dan Pesawat Domestik 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perhubungan Republik Indonesia 

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dalam rute domestik Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat bahwa transportasi udara masih menjadi pilihan 

utama bagi masyarakat. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan 

peningkatan pengguna jasa transportasi udara adalah tersedianya armada 

pesawat dan kapasitas utama pesawat terbang. Selain itu, jasa transportasi 

udara merupakan andalan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 



 

9 

bisnis, kegiatan di bidang pariwisata, dan segala kegiatan di bidang yang 

lainnya. Efektivitas waktu dan pelayanan yang menjadikan transportasi 

udara menjadi pilihan utama oleh masyarakat dibandingkan jenis 

transportasi yang lain. 

Harus diakui teknologi pada transportasi udara diciptakan untuk 

mempermudah masyarakat dunia dalam menjalankan kegiatannya. 

Berbagai upaya teknologi penerbangan diciptakan seperti penggunaan 

radio, radar dan alat-alat pengaman canggih lainya yang terbukti telah 

mengurangi banyaknya angka kecelakaan pesawat udara pada abad ini, 

tetapi semuanya itu belumlah cukup meniadakan sama sekali adanya 

kecelakaan pesawat udara. Karena, secanggih apapun teknologi tersebut 

tidak akan menghilangkan resiko kecelakaan pesawat terbang baik yang 

bersifat kecil maupun fatal.14 

Sejauh ini transportasi udara adalah salah satu jenis transportasi 

yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. 

Transportasi udara merupakan alat yang mutakhir dan tercepat dengan 

jangkauan yang luar biasa karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain 

yaitu faktor kecepatan, karena pada transportasi udara menggunakan 

pesawat terbang yang memiliki kecepatan tinggi. Angkutan yang jaraknya 

jauh, maka lebih menguntungkan dengan angkutan udara serta adanya 

keteraturan jadwal dan frekuensi di penerbangan.15 Selain itu, pengangkutan 

 
14 Berend J.H Crams, The special Constraint: An Instrument to Strict Liability Limit, Air 

Journal, Volume XIV., No. 4/5., Hlm.160 
15 Rustian Kamaluddin, Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 75 
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udara juga dilaksanakan berdasarkan perjanjian pengangkutan. Perjanjian 

pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi 

untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain 

tempat, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar 

ongkosnya.16 

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi 

udara saat ini, membuat banyak pelaku usaha berlomba-lomba untuk 

mendirikan usaha di bidang jasa transportasi udara. Hal ini disebabkan 

karena relatif tingginya potensi keuntungan yang dapat diraih. Sebagaimana 

diketahui bahwa dalam jangka pendek, meski dalam kondisi merugi, 

keuntungan dari penjualan tiket pesawat masih mampu untuk membayar 

biaya variabel (variable cost). Kondisi ini merupakan daya tarik bagi pelaku 

usaha untuk masuk dalam bisnis jasa penerbangan. Berikut daftar Maskapai 

Penerbangan di Indonesia. 

Tabel 1.2 Perusahaan-Perusahaan Niaga Berjadwal yang Aktif dalam Industri 

Penerbangan di Indonesia Tahun 2017 

Niaga Berjadwal 

Garuda Indonesia Travel Express Aviation 

Merpati Airlines (revoked) Citilink Indonesia 

Mandala Airlines (revoked) Transnusa Aviation Mandiri 

Indonesia Airasia Batik Air Indonesia  

Lion Mentari Airlines Nam Air 

Wings Abadi Airlines Asi Pudjiastuti Aviation 

Sriwijaya Air Sky Aviation (revoke) 

Kal Star Aviation Aviastar Mandiri 

Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

Perkembangan jumlah perusahaan penerbangan di satu sisi 

menguntungkan bagi para pengguna jasa transportasi karena akan terdapat 

 
16 Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985, Hlm. 221 
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banyak pilihan maskapai yang tersedia. Terlebih, sebagian besar maskapai 

penerbangan yang ada menerapkan sistem LCC (Low Cost Carrier) yakni 

biaya operasional yang kecil dimana maskapai penerbangan memakai biaya 

operasional yang dikeluarkan dan melakukan efisiensi.  

Penerapan sistem LCC bertujuan agar terjadinya persaingan antar 

perusahaan maskapai penerbangan yang bertujuan untuk menarik 

penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih 

murah atau menawarkan berbagai macam bonus yang dapat menarik 

perhatian daripada konsumen. Konsekuensinya, tarif tiket penerbangan 

niaga domestik yang murah, jika tidak diawasi oleh negara dan tidak 

optimalnya, manajerial yang baik, maka penawaran-penawaran menarik 

tersebut, akibatnya berbanding terbalik dengan kualitas pelayanan yang 

seharusnya diberikan kepada penumpangnya. Kualitas pelayanan yang 

cenderung memprihatinkan, seperti jadwal penerbangan yang terlalu sering 

terlambat, kehilangan barang/bagasi penumpang, kualitas pemeliharaan 

pesawat. Hal ini berdampak terhadap kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan penumpang, yang berujung kepada terjadinya pelanggaran 

terhadap hak-hak konsumen selaku penumpang perusahaan penerbangan 

domestik tersebut. 

Perlu dicatat bahwa dengan tarif yang murah dapat menurunkan 

kualitas pelayanan (service), bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi 

adalah akan menyebabkan berkurangnya kualitas pemeliharaan dan 

perawatan pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan dan 
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akan berdampak kurang baik terhadap keamanan, kenyamanan, dan 

perlindungan konsumen.17 

Indonesia sebagai negara yang menganut paham Negara 

Kesejahteraan, memiliki kewajiban untuk menjamin “kelompok beresiko 

khusus”, yaitu para penumpang maskapai penerbangan. Salah satu caranya 

adalah dengan membuat regulasi yang mengatur mengenai tanggung jawab 

maskapai penerbangan jika terjadi kerugian terhadap penumpang. Regulasi 

ini harus dapat mencakup perlindungan terhadap resiko kecelakaan 

penerbangan, apalagi jika kecelakaan ini dialami oleh penumpang yang 

merupakan tulang punggung keluarga. Sudah menjadi tugas pemerintah 

untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. 

Penumpang sekaligus konsumen jasa penerbangan mempunyai hak-

hak yang dilindungi oleh undang-undang yang diatur di dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam 

Pidato Seminar Hukum Pengangkutan Udara Tahun 1977, Emil Salim 

mengemukakan pendapat sebagai berikut: 18 

“Pemakai jasa angkutan udara perlu memperoleh perlindungan 

hukum untuk tiga hal yang utama yaitu keselamatan penerbangan, 

perkembangan tarif atau harga dari jasa angkutan udara dan kualitas 

dari pelayanan pengangkutan udara”. 

 

Suatu sistem perlindungan hukum total akan memberikan 

perlindungan pada penumpang mulai dari taraf pembuatan pesawat udara 

 
17 Saefullah Wirapradja. Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap 

Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm.5-6. 
18 E. Suherman, Aspek Masalah Hukum Kedirgantaraan, Jakarta, CV. Mandar Maju, 

2000, Hlm. 111 
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sampai saat ia tiba di tempat tujuan, ataupun pesawat mengalami 

kecelakaan, ahli warisnya yang berhak untuk menerima kompensasi/ganti 

rugi.” Di dalam perusahaan penerbangan terdapat empat jenis risiko utama 

(primary risk) yaitu: financial risk, strategic risk, hazard risk, dan 

operational risk. Operational risk adalah hal yang berkaitan pelaksanaan 

operasional penerbangan. Pelaksanaan operasional penerbangan merupakan 

proses yang rumit dan kompleks dan memerlukan dukungan dari sistem 

transportasi yang canggih yang pernah ada.  

Operational risk memiliki keterkaitan dengan financial risk. 

Keterkaitannya adalah dimana operasional penerbangan harus dilakukan 

dengan benar-benar baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah, mulai dari proses pengaturan jadwal penerbangan (flight 

schedule), untuk penumpang (passenger), dan pengiriman barang 

(consignor). Selain itu yang menjadi masalah yang utama dari maskapai 

penerbangan adalah perihal ketersediaan pesawat. Untuk memenuhi tiap 

aspek di atas dibutuhkan biaya yang tidak sedikit yang harus dimiliki oleh 

tiap-tiap maskapai. Perusahaan maskapai diberikan kebebasan untuk 

menentukan kebijakan dalam manajemen maskapai untuk menghindari 

terjadinya financial risk tanpa menghilangkan kewajiban utama mereka 

untuk memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan penumpang. 

Tujuan penyelenggaraan penerbangan nasional dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diantaranya adalah 

mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, 
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aman, nyaman, dengan harga wajar dan menghindari praktek persaingan 

usaha yang tidak sehat. Penyelenggaraan yang selamat dan aman di atas, 

merupakan jaminan terpenting dalam penerbangan, ini mengingat akan 

bahaya dan kecelakaan yang mudah ditimbulkan oleh penggunaan suatu 

pesawat udara. 

Keamanan berkendara dengan pesawat terbang adalah isu besar di 

Indonesia. Uni Eropa bahkan pernah mencoret semua maskapai pesawat 

Indonesia pada 2007 agar berbenah memperbaiki kualitas dan standar 

keselamatannya19. Sekalipun Uni Eropa sudah mencabut blacklist, kualitas 

dan standar keselamatan penerbangan di Indonesia seperti tidak banyak 

berubah. Salah satu peristiwa kecelakaan yang terjadi ialah kasus Pesawat 

Lion Air bernomor JT-610 Jakarta-Pangkal Pinang jatuh Senin pagi 29 

Oktober 2018 di Perairan Karawang, Jawa Barat.20 Jumlah korban mencapai 

178 penumpang dewasa, satu anak-anak, dua bayi dan 8 orang kru pesawat 

termasuk pilot, co-pilot, pramugari serta teknisi, ini menjadi kecelakaan 

terparah kedua sepanjang sejarah penerbangan Indonesia dalam hal jumlah 

korban.21  

Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat 317 

kasus kecelakaan penerbangan telah terjadi selama satu dekade terakhir 

(2007-2017). Jika dirata-rata, ada 28 kasus kecelakaan penerbangan terjadi 

 
19 Chappy Hakim, Pelangi Dirgantara, Jakarta:Kompas, 2010, hlm 69 
20 nasional.kompas.com/read/2018/10/30/16072571/kronologi-lengkap-jatuhnya-lion-air-

jt-610-hingga-pencarian-korban-dan-badan, diakses tanggal 02 Mei 2019.  
21 tekno.kompas.com/read/2018/10/31/11070037/lion-air-jt-610-kecelakaan-pesawat-

terparah-di-indonesia-sejak-1997, diakses tanggal 02 Mei 2019. 
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setiap tahunnya di Indonesia. Jumlah itu jelas tidak sedikit. Trennya pun 

cenderung naik. Jika memakai contoh, perbandingan rataan kecelakaan 

penerbangan periode 2007-2010 dengan 2014-2017, kenaikannya kentara. 

Antara tahun 2007-2010 kecelakaan penerbangan berkisar 20 

kasus/tahunnya. Sementara, tahun 2014-2017 rataan kasusnya telah menjadi 

35 kasus/tahun.  

Tabel 1.3 Data Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT 

 
Sumber: KNKT 

Tahun 2016 tercatat menjadi tahun dengan jumlah kecelakaan 

penerbangan terbanyak dalam dekade terakhir. Sebanyak 45 kasus telah 

terjadi pada tahun itu. Angka nya juga hampir dua kali lipat ratusan kasus 

kecelakaan penerbangan terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Selama satu 

dekade itu pula, 572 nyawa melayang dan menjadi korban kecelakaan 

penerbangan.22 Tahun 2007 dan 2014 menjadi catatan paling buruk. 

Sebanyak 125 nyawa menjadi korban kecelakaan penerbangan pada 2007 

dan 169 orang meninggal atau hilang pada 2014.23 Artinya, kecelakaan 

 
22 https://tirto.id/kecelakaan-lion-air-teror-kerapnya-kecelakaan-pesawat-terbang-c8Qt 

diakses 03 Juli  
23 Op., Cit. 
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penerbangan memang terbukti dapat memakan korban jiwa yang besar. 

Larangan maskapai pesawat Indonesia masuk ke wilayah Eropa pada 2007 

tentu berkaitan dengan isu tersebut. 

Menurut lembaga administrasi penerbangan Federal Amerika 

Serikat, FAA (Federal Aviation Administration) menyebutkan sebagian 

besar penyebab kecelakaan penerbangan memang karena faktor manusia 

atau human error24, selebihnya karena faktor pesawat itu sendiri.25 

Penyebab kecelakaan pesawat udara dapat diketahui dengan melakukan 

penelitian terhadap kotak hitam atau black box yang merekam semua 

percakapan di antara para penerbang serta antara penerbang dan menara 

kontrol 30 menit sebelum pesawat jatuh. Ditinjau dari pesawat itu sendiri, 

pesawat udara dapat juga mengalami kerapuhan mesin dan badan pesawat. 

Oleh sebab itu dari awal desain sampai pelaksanaan pemeliharaan, 

penyimpanan, dan pengoperasian pesawat udara harus sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.26 

KNKT dalam rilisan Data Investigasi Kecelakaan Penerbangan 

Tahun 2010-2016 menyebut bahwa mayoritas utama penyebab kecelakaan 

penerbangan terjadi karena faktor manusia (67,12%). Selain faktor manusia, 

ada beberapa faktor penyebab lain yang menjadi faktor pesawat celaka. 

 
24 Umesh Kumar, Analysis of Fatal Human Error Aircraft Accidents in IAF, Ind J 

Aeorospace Med, Volume 47, No. 1, Hlm. 30-31. 
25 K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa, Bandung: CV. 

Mandar Maju, 1995, Hlm. 146. 
26 Febri Dermawan, Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Terhadap Penumpang 

Sipil Pada Kecelakaan Pesawat Udara Dalam Lingkup Hukum Internasional, Jurnal, Volume 01, 

No. 1, Hlm. 2, 2013. 
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Namun, persentasenya lebih kecil. Faktor teknis, misalnya, menyumbang 

15,75 persen kecelakaan. Begitu juga faktor lingkungan yang membuat 

12,33 persen kasus dari periode sepuluh tahun itu.  

Terselenggaranya suatu pengangkutan udara dalam kegiatan 

penerbangan komersil tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya penumpang. 

Dalam industri penerbangan, penumpang merupakan salah satu aset penting 

yang patut diperhitungkan bagi maskapai penerbangan untuk mencapai 

keuntungan. Oleh karena itu penumpang yang menggunakan jasa 

penerbangan perlu dilindungi haknya terutama hak ganti rugi apabila 

penumpang mengalami kecelakaan (yang menyebabkan kematian, luka-

luka atau cacat tetap), kerusakan atau kehilangan bagasi, dan 

keterlambatan.27 

Pada kasus kecelakaan Lion Air JT 610, perekam data penerbangan 

dan perekam suara kokpit berhasil ditemukan masing-masing pada bulan 

November 2018 dan Januari 2019. Saat ini, kasus ini sedang diselidiki oleh 

KNKT selaku yang memegang wewenang. Perlu sekitar satu tahun sebelum 

akhirnya KNKT mengumumkan laporan resmi terakhirnya yang 

mengungkapkan penyebab kecelakaan Lion Air JT-610. 

Sebagai salah satu tindakan pasca-kecelakaan, Lion Air bertanggung 

jawab untuk memberikan kompensasi kepada ahli waris penumpang yang 

 
27 Annalisa Yahanan, et.al.,“Passenger rights and Liability of Commercial Air Carrier in 

the Aviation Industry in Indonesia: Analysis of Law No.1 Year 2009 About Aviation. (Hak-hak 

Penumpang dan Tanggungjawab Pengangkut Udara Komersial dalam Industri Penerbangan di 

Indonesia: Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan), Inaugural 

International Workshop and Seminar on Siyar & Islamic States Practices in International Law, 

Oriental Crystal Hotel, Kajang, Malaysia, 18-19 November 2009, Hlm. 1 
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ditinggalkan. Maskapai ini menyediakan akomodasi hotel untuk kerabat 

penumpang di Jakarta dan Bangka untuk memudahkan dan mempercepat 

identifikasi korban atau Disaster Victim Identification (DVI) serta proses 

administrative, selama periode Oktober 2018 hingga Januari 2019. Namun, 

pada 23 Januari 2019, banyak kerabat penumpang yang protes, ketika 

maskapai menghentikan akomodasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; 

ada tiga isu utama yang perlu disoroti, yaitu, 64 jasad korban yang belum 

ditemukan dan belum diidentifikasi28; kompensasi yang belum dibayarkan; 

dan masalah pemenuhan hak-hak keluarga korban yang belum 

diidentifikasi, untuk difasilitasi dan ditampung29. Pada saat itu hak keluarga 

korban jauh dari kata terpenuhi. 

Terjadinya kecelakaan pesawat Lion Air JT 610, tentunya 

menyebabkan kerugian yang dialami oleh keluarga korban. Oleh sebab itu 

diperlukan adanya tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan atas 

kerugian yang telah timbul sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut 

Angkutan Udara (Permenhub 77/2011). Faktanya hingga saat ini masih 

banyak keluarga korban yang belum menerima kompensasi sebagaimana 

diamanatkan di dalam undang-undang. Keluarga korban yang belum 

mendapatkan kompensasi, dikarenakan menolak untuk menandatangani 

release and discharge agreement.  Perjanjian itu membuat klausul 

 
28 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46313367, “Proses identifikasi korban Lion 

Air dihentikan: 'Mana ada keluarga yang terima?', diakses pada 02 Mei 2019 
29 https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/23/16113981/diminta-keluar-dari-hotel-

keluargakorban-lion-air-jt-610-protes, diakses pada 02 Mei 2019 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46313367
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/23/16113981/diminta-keluar-dari-hotel-keluargakorban-lion-air-jt-610-protes
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/23/16113981/diminta-keluar-dari-hotel-keluargakorban-lion-air-jt-610-protes
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pelepasan hak keluarga korban untuk menuntut Lion, Boeing, dan beberapa 

rekanan Lion, setelah menerima kompensasi. Jika pihak keluarga sepakat 

dengan hal yang tercantum dalam klausul Release and Discharge itu, Lion 

baru akan memberikan kompensasi sebesar Rp 1,3 miliar.30 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP) 

dengan tegas mengharamkan segala upaya meniadakan tanggung jawab 

maskapai penerbangan. Oleh karena itu secara logika segala release and 

discharge agreement yang sedang dinegosiasikan maupun telah 

ditandatangani akan batal demi hukum (null and void). Ini menjadi bukti 

nyata bagaimana susahnya mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. 

Pemerintah seharusnya berkomitmen agar kepastian hukum dapat dicapai, 

sampai tulisan ini dituangkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang 

seharusnya segera mengambil tindakan ketika ganti rugi bagi sejumlah 

keluarga korban Lion Air JT-610 tidak kunjung dicairkan oleh maskapai, 

hanya berdiam diri.  

Sudah menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan sebagaimana 

diatur di dalam Permenhub 77/2011 bahwa tanggung jawab maskapai 

penerbangan kepada korban yang meninggal, sejumlah 1,25 miliar. 

Nominal Rp 1,25 miliar baru menjadi tak terhingga (unlimited liability) 

seandainya terdapat unsur kelalaian atau kesalahan (negligence) pada 

maskapai penerbangan.  

 
30 www.bbc.com/indonesia/indonesia-47664840, “Sebagian keluarga korban Lion Air JT 

610 belum terima kompensasi kecelakaan pesawat”, diakses pada 02 Mei 2019. 
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Berdasarkan permohonan maaf yang dikeluarkan oleh CEO Boeing 

awal April lalu. Tersirat bahwa aircraft manufacturer mengakui kelalaian 

atau kesalahan hingga derajat tertentu setelah kecelakaan Ethiopian Airlines 

ET-302.31 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penyebab kecelakaan 

Lion Air JT 610 ini adalah faktor teknis. Disini harus ada tanggung jawab 

Boeing selaku manufacturer pesawat (product liability). Dengan kata lain, 

kehadirannya berada pada domain tersendiri dan tidak dapat menihilkan 

tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap keluarga korban. Yang 

pasti, keluarga korban berhak menerima kompensasi maskapai penerbangan 

serta mengajukan gugatan kepada Boeing di saat bersamaan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka merasa perlu untuk 

melakukan kajian secara mendalam mengenai permasalahan hukum dan 

celah di dalam pertanggungjawaban maskapai penerbangan terhadap 

korban, serta memahami perkembangan perkara kecelakaan pesawat Lion 

Air JT 610 saat ini, di dalam pemenuhan hak penumpang. Kajian hukum itu 

penulis rancang dalam bentuk skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB 

MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PENUMPANG DALAM 

KECELAKAAN PESAWAT LION AIR PENERBANGAN DOMESTIK 

JT 610 BERDASARKAN HUKUM NASIONAL”.  

 

 

 
31 www.bbc.com/indonesia/dunia-47607346, “Data penerbangan dari kecelakaan Ethiopia 

Airlines sepekan lalu menunjukkan "kemiripan jelas" dengan jatuhnya pesawat Lion Air di 

Karawang, Jawa Barat, Oktober lalu.”, diakses pada 02 Mei 2019. 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-47607346
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka 

disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan Lion Air dalam 

kecelakaan pesawat penerbangan domestik JT 610 kepada penumpang 

berdasarkan hukum nasional? 

2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak penumpang atas kompensasi 

dalam kecelakaan pesawat Lion Air JT 610? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan memahami pengaturan tanggung 

jawab maskapai penerbangan kepada penumpang dalam kecelakaan 

pesawat penerbangan domestik berdasarkan hukum nasional. 

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan memahami pelaksanaan pemenuhan 

hak penumpang atas kompensasi dalam kecelakaan Lion Air JT 610. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberi kegunaan 

sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

masukan serta referensi bagi perkembangan studi ilmu hukum dalam bidang 

Hukum Penerbangan, khususnya mengenai Tanggung Jawab Maskapai 

Penerbangan. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat umum, serta dapat berperan dalam pemikiran praktisi hukum, 

yaitu sebagai tambahan referensi terkait pengaturan mengenai Tanggung 

Jawab Maskapai Penerbangan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian berjudul, “Tanggung Jawab Maskapai 

Penerbangan kepada Penumpang dalam Kecelakaan Pesawat Lion Air 

Penerbangan Domestik JT 610 Berdasarkan Hukum Nasional” ini akan 

didasarkan dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan, 

pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 

landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori berisi 

Tinjauan Umum tentang, Perlindungan konsumen, perjanjian, klausal baku 

dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan. Sedangkan landasan 

konseptual memuat mengenai pengertian-pengertian yang membatasi 

penelitian ini 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan penjelasan dari metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data 

dan teknik analisis data. 

BAB IV  : ANALISA (PEMBAHASAN) 

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian secara 

kepustakaan (library research) dan pembahasan rumusan masalah yaitu 

mengenai pengaturan tanggung jawab maskapai penerbangan kepada 

penumpang dalam kecelakaan pesawat penerbangan domestik dan 

pemenuhan hak penumpang atas kompensasi dalam kecelakaan pesawat. 

BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang 

berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah 

diuraikan dalam bab sebelumnya untuk dapat menjawab rumusan masalah 

dan membuat saran-saran terkait permasalahan yang ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori negara hukum 

Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan 

kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan dan wewenang. Secara 

historis persoalan kekuasaan (authority) telah muncul sejak zaman Plato 

dengan menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan hukum 

dan keadilan. Sejak itu hukum dan keadilan dihadapkan dengan 

kekuasaan.32 

Plato dan Aristoteles memperkenalkan Negara Hukum sebagai 

negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya 

menyinggung cita-cita manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang 

mutlak yang disebut:33 

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (idée der warhead); 

2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (idée der zodelijkheid); 

3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (idee der schonheid); 

4. Cita-cita untuk mengejar keadilan (idée der gorechtigheid). 

 
32 S.F. Marbun. Peradialan Administratif Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia, 

FH UII PRESS, Yogyakarta, 2011. Hlm 1. 
33 Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara (edisi revisi), Jakarta:Gaya Media, Cet. 

4, 2000, Hlm. 131. 
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Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme. Menurut 

Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan 

distribusi (memberikan keadilan). Menurut Plato yang kemudian 

dilanjutkan oleh Aristoteles, bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum 

yang adil dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hukum 

yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan sesuai dengan 

kehendak warga Negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan 

konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara.34 

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah 

“rechtsstaat”.35 Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia 

adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. 

Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara 

hukum atau rechtsstaat.”36 Djokosoetono mengatakan bahwa “negara 

hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau 

kita hilangkan democratische rechtsstaat, yang penting dan primer adalah 

rechtsstaat.”37 

 
34 Azhary, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsipprinsipnya dari Segi Hukum Islam, 

Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1, 

1992, Hlm. 21. 
35 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang 

Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan 

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, Hlm.30. 
36 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: BadanPenerbit Kristen, 1970, 

Hlm.27 
37 Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 1984, Hlm. 67 


